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ABSTRAK 

 

PT ABC merupakan salah satu villa yang terletak di Kabupaten Badung, 

Provinsi Bali. Selama tahun 2023 perusahaan belum menerapkan Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK) No. 66 Tahun 2023 atas imbalan natura dan/atau kenikmatan 

pada perhitungan pajaknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

perhitungan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) untuk seluruh karyawan PT ABC 

sesuai dengan berlakunya peraturan tersebut. Sebelum diterapkannya aturan terbaru 

yang terdapat pada PMK No. 66 Tahun 2023, perusahaan mengakui keseluruhan 

natura dan/atau kenikmatan yang diterima oleh karyawan sebagai penambah 

penghasilan bruto tanpa menerapkan batasan-batasan yang menjadi objek pajak 

pada perhitungan pajaknya. Perhitungan ini mengakibatkan pajak terutang yang 

dihasilkan perusahaan menjadi lebih besar. Penelitian kuantitatif ini dilakukan 

dengan menganalisis perbandingan perhitungan pajak atas natura yang diterima 

oleh seluruh karyawan PT ABC sebelum dan sesudah diterapkannya aturan 

mengenai batasan-batasan natura yang terdapat pada PMK No. 66 Tahun 2023. 

Penelitian ini menunjukan adanya penghematan jumlah pajak terutang sebesar 

Rp31.074.420,00 setelah dilakukannya perhitungan ulang, dimana sebelumnya 

berjumlah Rp91.521.210,00 turun menjadi Rp60.446.790,00. 

 

Kata Kunci: Natura Dan/Atau Kenikmatan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak 

Terutang Setahun, PMK No. 66 Tahun 2023. 
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INCOME TAX ANALYSIS FOR NATURAL IMBALANCES AND/OR 

AMENITIES IN CONNECTION RELATED TO OCCUPATION WITH THE 

APPLICATION OF PMK NO. 66 YEARS 2023 AT PT. ABC 

 

Putu Tio Hadi Ginata  

2115613054 

 
ABSTRACT 

 

PT ABC is a villa that located in Badung Regency, Bali. During 2023, the 

company has not implemented the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 66 

years 2023 for natural imbalances and/or amenities in their tax calculations. This 

research aims to analyze the calculation of income tax article 21 (PPh 21) for all 

employees of PT ABC in accordance with the implementation of the latest 

regulations. Before the implementation of PMK No. 66 of 2023, the company 

recognized all the natural imbalances and/or amenities that received by the 

employees as additional gross income without applying the limitations stipulated in 

its tax calculations. This calculation resulted in the company's tax payable being 

bigger. This quantitative study was conducted by analyzing the comparison of tax 

calculations on natural imbalances and/or amenities that received by all employees 

of PT ABC before and after the implementation of regulations about limits that 

regulated in PMK No. 66 of 2023. This study shows that there is a saving in the 

amount of tax payable of IDR 31,074,420.00 after the recalculation, where 

previously it was IDR 91,521,210.00, decreased to IDR 60,446,790.00. 

 

Keywords: Natural And/Or Amenities, Income Tax Article 21, Tax Payable In A 

Year Period, PMK No. 66 Years 2023
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa 

mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mahardika Indra, 2023). Penerimaan 

pajak sangat penting di dalam pembangunan nasional yang menyebabkan 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan berbagai usaha agar dapat 

memaksimalkan peningkatan potensi penerimaan pajak (Cahyono et al., 2022). 

Dari penjelasan tersebut, berbagai fasilitas yang telah terwujud melalui 

pembayaran pajak seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas 

lainnya yang diharapkan berdampak positif pada masyarakat. Pajak juga 

digunakan untuk pembangunan fasilitas yang dapat mendukung kelancaran 

aktivitas perusahaan yang ada di Indonesia sehingga dapat meningkatkan 

kecepatan distribusi suatu perusahaan yang diharapkan mengefisiensikan waktu 

perusahaan mencapai keuntungan maksimal.Berbagai macam pajak telah 

diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya memaksimalkan 

pendapatan negara, salah satunya adalah pajak penghasilan, pajak penghasilan 

merupakan pajak yang dikenakan atas tambahan penghasilan yang dapat 

diterima sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh 

wajib pajak orang pribadi atau badan yang dapat digunakan untuk menambah



2 

 

 
 

kesejahteraan wajib pajak, yang dapat dipungut oleh pemerintah pusat yang 

berasal dari pendapatan badan usaha tersebut. Salah satu objek pajak  

pengenaan pajak penghasilan adalah natura dan/atau kenikmatan yang 

terdapat pada pajak penghasilan pasal 21 yang dipungut pada sebagian karyawan 

yang mendapatkan fasilitas ataupun penghasilan tambahan yang tidak berupa 

uang. 

Natura sendiri merupakan imbalan dalam bentuk barang selain uang, 

sedangkan kenikmatan yakni imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan 

sebuah fasilitas atau pelayanan. Pemerintah memberikan pengaturan ulang 

sehubungan dengan perlakuan perpajakan atas pemberian natura dan kenikmatan 

agar sistem Pajak Penghasilan semakin adil dan efisien melalui peraturan terbaru 

yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 atau PMK No. 66 

Tahun 2023. 

Salah satu faktor utama pemerintah memberlakukan peraturan ini 

dikarenakan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa 

perusahaan. Beberapa perusahaan mencoba mengurangi kewajiban perpajakan 

dengan memberikan penghasilan kepada karyawan dalam bentuk barang atau 

fasilitas, bukan dalam bentuk uang. Hal ini mengakibatkan penghasilan tersebut 

tidak dikenakan pajak sebagaimana mestinya. Dalam rangka menertibkan 

praktik ini, pemerintah perlu mengatur perlakuan perpajakan terhadap 

penghasilan dalam bentuk non uang. Penerbitan PMK No.66 Tahun 2023 juga 

dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menciptakan keadilan dalam sistem 

perpajakan. Pengenaan pajak yang adil dan merata penting untuk memastikan 
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bahwa semua jenis penghasilan, baik yang diterima dalam bentuk uang maupun 

non uang dikenakan pajak dengan proporsi yang sesuai. Dengan adanya 

kebijakan pajak natura, penghasilan yang diterima dalam bentuk non uang juga 

akan dikenakan pajak sesuai dengan nilai yang wajar. Melalui PMK No. 66 

Tahun 2023 perusahaan diharapkan lebih tertib dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakan terkait penghasilan dalam bentuk non uang. Hal ini juga dapat 

mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam melaporkan penghasilan 

karyawan dan memastikan bahwa pajak natura yang seharusnya dibayarkan 

telah disetorkan dengan tepat. 

Perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan 

sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura 

dan/atau kenikmatan selama periode Januari sampai dengan Juni 2023 wajib 

dilakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan secara mandiri oleh wajib 

pajak, sedangkan natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh 

selama periode Juli sampai dengan Desember 2023 dilakukan pemotongan oleh 

pemberi kerja (Shavira, 2023).  

PT. ABC merupakan salah satu villa yang terletak di Kabupaten 

Badung, Provinsi Bali. Selama tahun 2023, perusahaan tersebut mencatat natura 

dan/atau kenikmatan yang diterima oleh seluruh karyawannya belum sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Penerimaan natura dan/atau kenikmatan yang 

diperoleh oleh karyawan PT ABC seharusnya memiliki batasan-batasan tertentu 

untuk dapat diakui sebagai objek pajak penghasilan berdasarkan PMK No. 66 

Tahun 2023. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-
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Undang Pajak Penghasilan “Penggantian atau imbalan berkenaan dengan 

pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, 

honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan 

dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang 

ini”, Pemerintah lalu menerbitkan PMK No. 66 Tahun 2023 agar lebih 

memberikan kepastian hukum dan keadilan perlakuan pajak penghasilan atas 

penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk 

uang maupun natura dan/atau kenikmatan, serta untuk menghindari upaya 

penggerusan basis pajak. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan 

yang diperoleh seluruh karyawan PT ABC sebelum dan sesudah diterapkannya 

implementasi mengenai batasan-batasan yang terdapat pada PMK No. 66 Tahun 

2023 terdapat pada tabel 1.1. 

Tabel 1. 1 Perbandingan Natura Yang Diterima Selama Tahun 2023 

Keterangan Jumlah 

Natura dan/atau kenikmatan yang 

diperoleh sebelum diterapkannya 

batasan-batasan yang terdapat pada 

PMK No. 66 Tahun 2023 

Rp558.450.000,00 

Natura dan/atau kenikmatan yang 

dapat diakui sesuai dengan PMK No. 

66 Tahun 2023 

Rp1.200.000,00 

Selisih Rp557.250.000,00 

Sumber: Data diolah penulis 

Berdasarkan tabel diatas, terdapat selisih penerimaan natura dan/atau 

kenikmatan yang diterima oleh seluruh karyawan PT ABC selama tahun 2023. 

Perhitungan oleh PT. ABC sehubungan dengan natura dan/atau kenikmatan 

masih dianggap kurang tepat karena natura dan/atau kenikmatan yang diakui 

selama tahun 2023 belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka perlu 
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dilakukan perhitungan ulang untuk mendapatkan perhitungan yang terkait 

dengan pajak penghasilan atas imbalan natura dan/atau kenikmatan sebagai 

studi kasusnya, sehubungan dengan diberlakukannya PMK. No. 66 Tahun 

2023. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut “Bagaimanakah perhitungan pajak penghasilan atas imbalan 

natura dan kenikmatan sehubungan dengan pekerjaan setelah berlakunya PMK 

No. 66 Tahun 2023 pada PT.  ABC?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pokok permasalahan tersebut maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk menemukan perhitungan yang benar mengenai pajak 

penghasilan atas imbalan dan kenikmatan sehubungan dengan pekerjaan 

setelah berlakunya PMK No. 66 Tahun 2023 Pada PT.  ABC. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan konstribusi baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk 

mengaplikasikan teori maupun pemahaman-pemahaman yang telah 

dipelajari sebelumnya guna meningkatkan pemahaman teori tersebut 

lewat masalah-masalah yang dijumpai dilapangan, serta untuk 
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memperluas wawasan berpikir dan menambah pengetahuan dibidang 

perpajakan. 

1.4.2 Manfaat bagi politeknik Negeri Bali 

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan atau 

tambahan informasi mengenai pengaruh natura dan/atau kenikmatan 

terhadap perhitungan PPh pasal 21, serta hasil penerapannya dapat 

digunakan sebagai dasar pengembangan Politeknik Negeri Bali dalam 

hal pembelajaran khususnya dibidang Akuntansi Perpajakan. 

1.4.3 Manfaat Bagi Perusahaan 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini kepada pihak PT 

ABC agar dapat diterima sebagai masukan, sumbangan pemikiran, dan 

bahan pertimbangan dalam menilai dan mengevaluasi sistem yang 

sedang berjalan dalam rangka menyempurnakan, mempertahankan, dan 

menyumbangkan praktik-praktik yang dianggap lebih memadai.
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pada pembahasan bab IV atau bab sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa dengan adanya pemberlakuan PMK No. 66 Tahun 2023 

mengenai imbalan natura dan/atau kenikmatan pada PT ABC telah terjadi 

penurunan pajak yaitu sebesar Rp.31.074.420,00, yang dimana sebelum 

diterapkannya PMK No. 66 Tahun 2023, total pajak terutang sebesar Rp 

91.521.210,00, kemudian setelah dilakukan perhitungan ulang sesuai dengan 

aturan terbaru dari PMK No. 66 Tahun 2023 memperoleh hasil sebesar Rp 

60.446.790,00. Dengan adanya penerapan PMK No. 66 Tahun 2023 ini 

perusahaan diuntungkan karena dapat membayar pajak yang lebih kecil dari 

sebelumnya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan diatas sebaiknya PT ABC menerapkan 

pemberlakuan aturan PMK No. 66 Tahun 2023 yang mengatur mengenai 

batasan-batasan objek pajak yang dapat diakui sebagai penambah penghasilan 

bruto sehubungan dengan imbalan natura dan/atau kenikmatan dalam 

melakukan perhitungan pajaknya. Penerapan peraturan ini dapat menghasilkan 

penghematan jumlah pajak terutang, mengingat jumlah kewajiban perpajakan 

yang ditanggung perusahaan cukup besar, perusahaan diuntungkan karena 

dapat membayar pajak yang lebih kecil dari sebelumnya. 
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